
 

 

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

NOMOR W3-A9/168/OT.01.3/I/2019 

TENTANG 

PENUNJUKAN ASESSMEN INTERNAL APM  

 PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2019 
  

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

Membaca 

 

: a. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  

2971/DJA/OT.01.3/07/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan 
Mutu Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah. 

  b. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  

3107/DJA/OT.01.3/08/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi 

Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah. 

Menimbang  : 1. Bahwa dalam Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM ) pada Pengadilan Agama Muara 

Labuh perlu ditunjuk Asessmen Internal. 

  2. Bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan 

tugas Asessmen Internal Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada Pengadilan Agama Muara Labuh. 
Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. 

  2. Undang-Undang  Nomor 3 Tahun  2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. 

  3. Undang-Undang  Nomor 50 Tahun  2009  tentang  Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik. 

  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

  6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 026/ KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan. 

  7. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1144/KMA/SK/ I/2011 tentang Pedoman 

pelayanan Informasi di Pengadilan. 

  8. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  
2971/DJA/OT.01.3/07/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan 

Mutu Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah. 

  9. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  

3107/DJA/OT.01.3/08/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi 

Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah. 

 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG ASESSMEN 

INTERNAL APM PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2019. 

Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor W3-A9/254/OT.01.3/III/2018 tanggal 
07 Maret 2018 dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta diganti dengan Keputusan W3-A9/168/OT.01.3/I/2019 

tanggal 30 Januari 2019. 

Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Firdaus, S.HI., MH. untuk melaksanakan tugas Asessmen Akreditasi 
Penjaminan Mutu ( APM ) pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2019.  

Ketiga : 

 

 

Agar Assesment Internal tersebut melaksanakan tugas sebagai berikut : 

 Memastikan sistem manajemen mutu dimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan 

yang telah direncanakan sescara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi serta 
mengedepankan integritas dan independensi. 

 Membuat rencana assessment dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisan unit 

yang akan diassesment. 

 Melakukan assessment 6 bulan sekali sesuai dengan prosedur assessment yang telah ditetapkan. 
 Mengevaluasi efektivitas hasil assessment terdahulu. 

 Melaporkan hasil assessment internal kepada Ketua APM. 

Keempat 

 
: Keputusan  ini berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan,  dengan ketentuan apabila   terdapat kekeliruan akan  

diadakan  perbaikan sebagaimana  mestinya. 

Ditetapkan di : Muara Labuh 

Pada Tanggal   : 30 Januari 2019 

Ketua Pengadilan Agama Muara labuh, 

 

Nurmaisal, S.Ag. 

NIP. 19741114 199903 2001 


